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ABSTRAK

Perilaku untuk membeli mobil bekas bagi kebanyakan orang sebagai pilihan
kedua yang paling gampang dan juga praktis demi menunjang kebutuhan akan
kendaraan untuk aktivitas. Permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan
bahwa pada CV. Riulmdaya Perkasa Pekanbaru dalam perjanjian jual beli, isi

al 1 ckas gleh konsumen dalam

beli mob , 3rha .
Pekanbar an Apa. s ‘ aI beli mobhil

‘ /observational
" angan dengan
helitian. Sedangkan

ual beli mobil
ﬂ' pkanbaru yaitu:
elengkapan dan
h Jaya Perkasa
juga informasi-
apakah dengan
, dan harga yang
ang ingin dibeli,
enyiapkan surat
elah pihak sebagai

Konsumen
juga memge
Pekanbaru
informasi yang 3
pembayaran |
ditawarkan,

syarat sah pemb@ S BéKanbaru menjelaskan
isi dari perjanjia cké KgRSumen. Terakhir jika

yang telah disepakati, dan moB udian diserahkan kepada pembeli
(konsumen). Kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada
CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru yaitu : Pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru
yang tidak menjelaskan secara detail informasi tentang mobil bekas, dan
pemahaman konsumen yang kurang terkait spesifikasi dan informasi tentang
bagian-bagian mobil.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian Jual Beli, Mobil Bekas, Kerusakan
Mobil
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BAB |

PENDAHULUAN

orang sebagai
pilihan keduagyéng paling ang dz a praktis de apdifjang kebutuhan
penjualan akan

mobil bekas ak@ 1ka | - i gapa pasaran mobil

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pangsa pasar mobil bekas
trennya semakin digemari dan juga pasarnya cukup menarik perhatian berbagai
kalangan. Adanya grafik kenaikan terhadap keinginan memiliki mobil bekas dari
waktu ke waktu membuat hal ini menjadi fenomena di tengah masyarakat akan

pilihan transportasi lain dengan harga yang sesuai dengan kantong masyarakat.
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Meski demikian tren permintaan mobil bekas ini sayangnya tak dibarengi
akan adanya alat hukum dan aturan yang kuat. Undang-undang yang khusus

mengatur segala aturan pembelian mobil bekas belumlah ada di negeri kita, hal ini

ai ketentuan
Jual-Beli ¢ Bab ke lima
tentang “ “bahwa yang

dimaksud ihak yang satu

ANAEY

(penjual) aan, dan pihak

5

“i
-
]
)
£,
=
=4
Z
o
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mobil bekas @

sebagainya. '
Dalam hal ’uq bekas yang akan dibeli
bukan merupakan sebuah Pe % @pEang; namun membutuhkan sebuah

kecermatan. Hal ini karena kondisi mobil bekas tentu jauh dari kata baru, artinya
part-part yang ada pada mobil tersebut sudah berusia yang tentu saja kondisinya
sudah tidak 100% sempurna lagi. Maka konsumen diminta untuk lebih cermat
dalam memperhatikan mobil yang ia akan beli, seperti pada bagian mesin,
bagaimana kondisi mesin mobil dan juga bagaimana kelangkapan dari surat-surat

yang ada. Berkaca dari hal-hal itu, maka tidak jarang ditemukan dalam akad
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perjanjian jual beli bahwasanya terdapat penyangkalan dari perjanjian yang

dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut lupa dan

menjalankan hak dan kewajibannya. Hal inilah yang mendorong harus adanya

itambah lagi
d ulak mengetahui
iliki kerusakan
perti ini karena
keadaan pel g en yang I o informasi terkait
adanya hak d a. He ghing terjadi karena

tersebut yang

Jaya Perkasa Pekanbaru dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian memuat adanya
garansi mobil bekas yang dibeli oleh konsumen dalam posisi tidak rusak tetapi
setelah dipakai mengalami kerusakan, ternyata dalam faktanya CV. Riuh Jaya
Perkasa Pekanbaru tidak mau mengganti rugi kerusakan dengan alasan terlalu

mahal.
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Hal tersebut menjadi salah satu wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Riuh
Jaya Perkasa Pekanbaru. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu

keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat

Wanprestas e dipenuh » ena disengaja
maupun ti

Ur armasalahan yang sudah dijelas et fTRan penulis dalam
meneliti de s an Perjanjia Beli Mobil Bekas Terhadap

Kerusakan

a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan
mobil pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru?
b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada

CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru?
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap

1. Untuk me nu penge : el aks@naan perjanjian
jual bel
2. Sebagai

ingin mengadakae : ) 0 asalahan dalam

peneliti

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek
hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya
tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek

hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang

ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hamzah, 2015, p. 26) tanggung
jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh

dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab

adalah suatu -- akan apa yang telah

<Vt ™

[oX
E
5_:
f‘

caavAENanaty )

\?‘

atau bahwa
jawab atas
dapat dibe¢
kolektif. Pe
pelanggaran
adalah tanggt

oleh orang lai

Konsep [ v : ‘ erkait, namun tidak
identik dengan ko '&. * ndividu secara hukum
diwajibkan untuk berperilg a te entu, jika perilakunya yang

sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa
ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran”
namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang
pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai

sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas

pelanggaran (Kelsen, 2016, p. 136).
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Menurut Kelsen (2016, p. 140) teori tanggung jawab dibagi menjadi
beberapa bagian yaitu :

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab

d. ywabar vang - bé : yrang  individu
porang individu

a karena tidak

perbuatan sedemikian rupa "~ sehingga merugikan penggugat atau
mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan
kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep
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kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang
sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

n pada perbuatannya

S Vpneae 'o"

S , lijawab secara

normatif, btka 2013 as secara normatif

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk
(Kansil, 2014, p. 385).

Menurut Sudikno Mertukusumo (Zainal, 2012, p. 54). kepastian hukum
merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara
yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
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berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang

harus ditaati.

3. Penelit
Terdapat. beberapa Jer denjian jual beli

mobil bekas y

telah dimuat dalam perjanjiannya dengan konsumen dalam kasus jual beli di Kota
Makassar. Kedua adanya pergantian kerusakan oleh pelaku usaha sebagai bagian
dari melindungi konsumen secara hukum dan disini terlihat adanya peran dari
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar dalam menyelesaikan
setiap kasus sengketa yang terjadi terkait jual beli mobil bekas. Dan yang ketiga

bentuk dari ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan mengganti
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komponen yang rusak tersebut atau juga dengan menukarkannya dengan sejumlah
uang yang senilai dengan barang atau komponen yang rusak.

Perbedaan penelitian terletak pada rumusan masalah, penelitian ini

memfokuskan rugs sedangkan peneliti

SEEN) 'éo

dengan judul
Mobil Bekas
Yang Tidak¥Se; e ondisi Y ok MO DAm [klan.” Hasil
penelitian
melindungi
dengan yang

pada saat me 2 edit, ha gl pihak showroom

menerapkan sanksi yang disepakati dalam perjanjian kredit kepada konsumen.
Demikian pula apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh perusahaan showroom,
penerapan sanksi hukum terhadap produsen/pelaku usaha showroom mobil bekas
yang terbukti melakukan pelanggaran, membayar ganti rugi kepada konsumen

sebatas kerusakan mobil yang dibeli, serta pemberhentian produksi untuk

10
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sementara waktu sampai masalah terkait diatasi, dan pencabutan izin produksi
atau izin usaha.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) dengan judul

“Perlindungan bag asumen dalaoadl A Beli Mobil Bekas di

Perjanjian jual beli mobil bekas adalah transaksi yang terjadi antara
konsumen selaku pembeli dengan penjual dalam hal ini CV. Riuh Jaya Perkasa
Pekanbaru.

Kerusakan mobil adalah tidak berfungsinya dengan baik bagian tertentu

dari komponen yang ada di sebuah mobil.

11
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CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang jual beli mobil bekas di Pekanbaru.

F. METODEE

= Vinneantt W,

g dilakukan
<

Q;:
=)
Y

hukum
empiris/observations ré a¢ g elalui sifartnya
2017, p. 15).

eterkaitan antara

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian kali ini yakni di wilayah Kota

Pekanbaru sebagai obyek penelitian Kantor CV. Riuh Jaya Perkasa
Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arengka Atas No. 368 Pekanbaru.

3. Populasi, Sampel dan Responden

12
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Ciri yang sama terdapat di dalam sebuah himpunan merupakan pengertian
dari populasi (Sunggono, 2010, p. 118), populasi juga bisa diartikan sebagai

sasaran dari objek penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data

Tabel 1.1 K
No Persent
ase

1 e 100%
Pekanbar®

2 | Customer 100%
Perkasa Peka

3 | Konsumen yang 30 100%
mengalami kerusaka
Perkasa Pekanbaru

Jumlah 39 33 85%

Sumber: Data Olahan, Januari 2020 — Desember 2020
4. Data dan Sumber Data
Yang menjadi sumber data yaitu:
a. Data primer
Data primer adalah data poko yang didapat lewat responden atau

sampel (Tim Penerbit UIR Press, 2017, p. 19). Adapun dalam hal ini,
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penulis peroleh dari hasil Penelitian lapangan (field research) vyaitu

melaksanakan interview dengan: Kepala Kantor CV. Riuh Jaya Perkasa

Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) orang, Pegawai di CV. Riuh Jaya Perkasa

Guna dalam mmperoleh hasil data yang maksimal penulis akan
mewawancarai Kepala Kantor CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, Pegawai
di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, dan Konsumen yang membeli mobil

bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru.
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b. Observasi, yakni proses mengamati yang peneliti lakukan untuk tujuan

pemngambilan data melalui tahapan pengamatan terkait masalah yang

dihadapi masyarakat dalam suatu waktu (Sugiyono, 2016, p. 317).

D flakukan dengan cara

C[] pulail 1‘
!l‘n‘-“ .@“ aden  untuk

penelitian ilmiah dengan diawali proses yang menerangkan masalah-masalah
umum (memuat pembuktian dan analogi-analogi fakta) dan disudahi oleh

kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

ata sepakat di

hukum yang

seorang lainfata pana zelUz 0 A ‘bey k melaksanakan

sesuatu hal. . imhulla a@fantara dua orang

baik karena suatu perjanjian maupun karena undang- undang (Pasal 1233 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka
dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya
perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam

perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana

yang dijanjikan (Muljadi dan Widjaja, 2013, p. 42).
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Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam Pasal

ena setiap perbuatan

‘ ‘ !““‘ .’a t dualisme.

undang Hu ta). Jadi, p a pafa pihak sebagai
suatu undang aterinya eterikatan  atas

ketentuann

kesanggupan yang diucapkan atau ditulls.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011, p.80-81) definisi perjanjian dalam
Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara
lain:
1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata

“mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
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2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas

dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup

perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;

perjanjian adalah | per ukum berdasarkan K3 alat diantara dua
orang atau ik : : ibat huku pgAllapat dipaksakan
oleh undang ) | S ak lengkap juga

sangat luas. ak lengkap ke NYe 3 lan sepihak saja.

bertujuan untuk menimbulkan akibat" hukum;

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313
KUHPerdata.

Berdasarkan uraian di atas bahwa perjanjian adalah perbuaan hukum

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.
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R. Wirjono Prodjodikoro (2014, p.4) mengartikan perjanjian, yaitu:

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara
dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau danggap berjanji untuk
melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan
janji itu.

para pihak-
ama dengan

persetujuan

dalam perjanjiantbe A\ gan k ANt afpihak atau lebih

berdasarkan tkata 3 >N ak mm.” Berdasarkan

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian
dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa
unsur perjanjian, antara lain (Muljadi dan Widjaja, 2010:92):

a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, pihak-pihak yang
dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum

dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-
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undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak
adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak

yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut

dapat terdiri d poan berkembangnya

‘ ‘ ‘E““ .Qa dan hukum.

objek ya

. Adanya ingin dica 1 aigflimaksudkan di

sini seba inga ihak yang aka ujJe alui perjanjian.
e ot : & .s

Dengan ime at [ na BErjanjian, secara

“sukarela engikatka : pepbuat sesuatu atau

untuk tida : 1 ke . dz (lingan dari pihak
‘ g p

sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, prestasi yang

dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihakpihak untuk melaksanakannya
sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang

mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian
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lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada
satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian

adanya

f. Adanya at-syarat. terte igellimaksud adalah

substansi perjanjie ob: Vang 3 2h Para pihak dalam

(dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan,
perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit “perjanjian”
disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum
kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku 111 KUHPerdata.

Asas yang dianut dalam Buku Il KUHPerdata adalah asas kebebasan

dalam hal membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
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KUHPerdata yang secara lengkap berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya.” Apa yang

dimaksud dalam pasal tersebut tidak lain bahwa setiap perjanjian itu mengikat

kedua belah pihg - SUa g.den o ptuk menentukan isi

Kekhilafan adalah gambaran salah, yang diperoleh salah satu pihak
mengenai objek perjanjian atau mengenai diri pihak lain.

b) Penipuan
Penipuan dapat terjadi bilamana terdapat gambaran yang salah
(kekhilafan) ditimbulkan dengan sengaja oleh tipu muslihat pihak lain.

Tipu muslihat itu dapat berupa rangkaian kebohongan ataupun
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mendiamkan  sesuatu  sehingga menimbulkan  kekeliruan dari

kehendaknya.

c) Paksaan

n_paksaan fisik tetapi

‘ “‘\“‘ ."‘ b pakasaan

setiap sudah dewasa dan s <ifanny, pada hakekatnya

adalah

w0l
3

2 N
a
C
T
o
@
@
>
>
S
Q

3
o
@
s
I
7
D
[
o
o
=3
>

b)

Mereka yang dibawah pengampuan Dalam Pasal 433 KUHPerdata
mengenai orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah setiap
orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau
mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan karena ia pemboros.

c) Seorang istri yang terikat perkawinan dengan suami. Menurut

KUHPerdata seorang istri dilarang membuat perjanjian karena dianggap
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tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi sejak dikeluarkannya
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963 tanggal 4

Agustus 1963, maka Mahkamah Agung menyatakan tidak berlaku lagi

o .

Maksud da : ) la yang
perjanjiannya yeé ak ¢ kewajiban kedua belah
pihak jika dikemudian®sha semisal obyek dari
persengketaan tersebut adalah berupa barang, maka sudah seharusnya barang
yang dimaksudkan tersebut telah disebutkan dalam perjanjian dan setidaknya
telah diketahui jenisnya. Bahwa katakan barang tersebut sudah tidak berada di
tanganya si berutang pada waktu perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh
undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal kemudian dapat

dihitung dan ditetapkan. Misalnya suatu perjanjian mengenai panen tembakau
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dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu
perjanjian jual beli teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan

yang lebih terang lagi, harus dianggap tidak jelas. Suatu perjanjian harus

4)

- .
g

j sar yang patut.

r 4
o
=)
;ﬁ’ ndang-undang,
A
Jar

penggunaan uang tersebut untuk berjudi merupakan motif peminjaman uang.
Syarat yang pertama dan kedua yaitu kata sepakat dan kecakapan untuk
membuat perjanjian disebut dengan syarat subjektif, artinya adanya kesepaktan
dan kehendak para pihak serta ada wewenang berbuat. Konsekuensi apabila tidak
terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa perjanjian tersebut

dapat dibatalkan ataudimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan.
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Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka tetap terjadi dan
harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah. Sedangkan syarat obyektif

karena berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, artinya obyek atau perihal

tertentu dan kla galkan. Konsekuensi

perjanjian jHaLE erjanjia al be : yang dimana
salah satu pihek mengik iri 2 untuk £ "barang/benda, dan
pihak yang
palingpenti

beli adalah bz

melakukan suatu perjanjian setuju dengan hal-hal pokok yang telah diatur
dalam kontrak. Dengan syarat kesepakatan kehendak ini, dimaksudkan
agar suatu kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah di mata hukum.
Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah di mata hukum, jika perjanjian

tersebut dibuat dengan adanya pemaksaan, penipuan dan kekhilafan pada
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salah satu belah pihak ataupun kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian.

2) Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

3) obyek /hal te ini sest apditiperjanjikan di

demi hukum.
4) Adanya kausa yang diperbolehkan / halal

Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus
dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, suatu
perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu

bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia, tidak

27



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan
kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Selain itu, jika

perjanjian dibuat tanpa sebab yanghalal melainkan dibuat karena suatu

njian sesuai
dengan ke “y ' keabsahan
perjanjian Jlg L€ : ' a hukum jika
semua syar: ; penuhi. Da ‘b ‘ﬂf jual beli pihak
penjual me ‘ i‘. _‘ /ajiba IV 5 parangnya dan
menanggungibe B ﬁ 2 Sk Mefanggung barang

adalah bah
dijual secara @gha A da ganggue gKketiga), dan tidak
ada cacat terse

p.17) juga

1. Syarat Subjektif
Syarat subjektif perjanjian berkenaan dengan subjek hukum atau pihak-

pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Pasal 1340 KUHPerdata
dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang
membuatnya. Namun, terkait dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat

suatu perjanjian, KUHPerdata membedakan menjadi tiga golongan, yaitu:
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pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendapat
hak daripadanya serta pihak ketiga.

Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subjek

a. Tidak terdap@ ) undang-undang,

menyetujui suatu

objek/prestasi yang diperjanjikanatau mengenai subjeknya.

c. Tidak terdapat unsur penipuan (bedrog) yang disengaja, yaitu serangkaian
kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang
keliru.

Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang hanya melakukan

perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas kepribadian). Suatu perjanjian
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hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang
membuatnya. Namun, terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 1317

KUHPerdata, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak

ang membuat

Selanjutnya, di

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan.

b. Orang yang di bawah pengampuan;

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-
undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang

untuk membuat perjanjian tertentu.
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2. Syarat Objektif

Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan objek dari perikatan. Objek

perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak

yang bersang pjian). Dalam hal ini,

‘ ‘ ‘ﬁ\“‘ .@g p apa yang

hak milik atau
hal ini, yang

aupun abstrak.

bentuk kerja tertentu.

Syarat objektif yang pertama mengharuskan suatu prestasi harus dapat
ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (certainty). Artinya, dalam
mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak
harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pokok

perjanjian dapat berupa barang ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam
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perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat objektif yang kedua,
yaitu suatu sebab yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah

perjanjian itu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan

ATAEN

Perjanjiaf

dari perja

AN ALN

di tengah

ada dalam

masyarakat.

d. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang

dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada
dalam masyarakat, tidak bolenh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh

kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus
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mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan.Oleh karena persetujuan yang dibuat
tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung

cacat tersembunyi atu perjanjian, yang

e
54 '!'@

diperjanjike
peraturan pe
sehingga p¢

hukum).

penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal
yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli
mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan

harga di bawah harga yang sebenarnya.
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Pengertian cacat tersebunyi dibedakan dalam dua hal, yaitu :
1) Cacat tersembunyi yang positif.

Cacat tersembunyi yang positif, sebagaimana yang terlihat pada pasal

3. Maksud dari cacat

2)

memberikan akibat "q g desepakat di dalam perjanjian
tersebut. Beberapa akibat ht .
1) Akibat Hukum Perjanjian yang Sah:
a) Perjanjian berlaku sebagai UU;
b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;
c) Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
2) Akibat Hukum Perjanjian yang tidak sah:

a) Perjanjian yang dapat dibatalkan (Syarat Subyektif):

34



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan
untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila

para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap

tersembunyiSfentlinye N pe @ eh sah (tidak absah
secara huk al, t ika janjia gaengandung cacat

tersembunyifiida S SUa g syarat sahnya

batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya suatu
perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Sutarno (2013, p.82) perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis
yaitu:

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak

dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya
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perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa
Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada

dikedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang

hanya ada

dihibah ajiban apapun.

Penerima ibahkan tanpa

b LT

hukum terjadi

h3cS \

ing) dan pinjam

sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya penitipan barang Pasal
1741 KUHPerdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata
sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat
dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat

umum notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Misalnya jual beli
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tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta

PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris;

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara
dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang
melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.
Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh
harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan

dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang
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perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam
Pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang

a_dua p dasarkan kata sepakat

NS LR

mengatur hubung ‘“

<>

untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan
(trust, vertrouwen) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini
merupakan nilai etis yang bersumber pada moral (Badrulzaman, 2010, p.88).
Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah

apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal
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ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat di lakukan mengenai pokok

perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat secara lisan, ada beberapa

perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk

~ 5
r 4

hdan PGl mereka yang

dalam mengembangkan diri baik™ di dalam kehidupan pribadi maupun
kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan
kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

dihormati.
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3. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)
Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian,

sehingga apa yang di perjanjikan maka didalam nya segala akibat yang akan

timbul telah si te ale
@By
S omnl
=

h_para piha ‘.‘ at disimpulkan dalam
““‘ .e’ . a Perjanjian

3@ ereka yang

selain dengan

ndang-undang

pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang
wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat
ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu

dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.
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5. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,

menumbuhkan kepercayaan (trust) di antara kedua pihak itu bahwa satu sama

lain akan mepa 0 an_kais .. ihak akan memenuhi

mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia
ciptaan Tuhan.
7. Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan
perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun
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debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan

itkad baik.

8. Asas Kepastian Hukum

engandung kepastian

S et

agikat, yaitu

Asas kepatutan telah tertuang di dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Hal ini
berkaitan dengan ketentuan isi dari perjanjian tersebut.

11. Asas Kebiasaan

Asas ini di jelaskan di dalam Pasal 1338 jo. 1347 KUHPerdata.

Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal yang telah di atur secara

tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
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Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu
perjanjian, yaitu sebagai berikut (Fuady, 2012, p.13):

a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-

terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban

semata-mata.
Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari
terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak
langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak

dan kewajiban masing-masing pihak.Oleh karena itu maka semua asas tersebut di
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atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.
Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan

mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus

diperhatikan, yal K o 2 iur dalam Pasal 1320

ang tersebut belum

berumur 21 f ia te 3 ! 1 tahun.

dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau
tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah

kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa
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saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya,
dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak

mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan

glah pada saat

a8 pakatan antara

. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia
terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung
janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak

sebagaimana mengikatnya undang-undang.
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d. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum

perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar
dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut

tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak
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mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu
adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.

Akta notaris g i muka pejabat yang

at
’d“ .e¢ aries, camat,

perjanjian at notaries a cs agfperjanjian yang
mempunyaitke 1 ho dapat '@' awabKan secara hukum
atau yuridis!

Ada t1e

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi
perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat

bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga

yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.
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B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang

gan perjanjian yang tidak tepat
waktunya atau dilakukan Ttidak menurut selayaknya atau tidak
dilaksanakan sama sekali (Harahap, 2016, p.60).

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang
dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam

keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah
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tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur

(Salim, 2012, p.180). Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat

8anakan prestasi yang

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan
adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di
dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal
1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-
undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal

1380 KUHPerdata (Subekti, 2013, p.59).
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Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Miru (2010, p.74).
wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi

prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat

memenuhi me ai I perjanjian dilarang

‘ “\‘\“ .oe 016, p.26)
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Wanprestasi mempunyal hubungan yang sangat erat dengan somasi.
Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling. Somasi
diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada
umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru

terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau

dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan
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bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena
keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak

ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu

ar ia memenuhi
2. 0.98).

a ia telah

menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita
acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya
melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur

kepada debitur dengan tanda terima (Salim, 2012, p.99).
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2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak

melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan

atau juga melanggar

\%\\“ .Q idak boleh

padanya dengan

a kreditur telah

hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang

lalai ada empat macam, yaitu (Harahap, 2016, p.56):

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti-rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

¢. Peralihan risiko.
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d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.
Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan

ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya
dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak
terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan
tidak dapat dipersalahkan kepadanya (Harahap, 2016, p.56).

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam

perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

53



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk
melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas

waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu

yang dite A ebih dahulu ditagih.

' |
ry
penjual, maka

prestasi tidak

NaL

an waktu yang

SRAEN G

diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang
diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia
berada dalam keadaaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan
sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan

perjanjian, dan peralihan risiko.
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3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang

terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil.

karena itu,
nya, sehingga

i rugi menjadi

eI

ir dari hukum

WA

p.18):

a. Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya — biaya
dan kerugian.

b. Pengantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak
boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan

kreditur.
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Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian
kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk

uang. Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang

arena keterlambatan
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kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden),
tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan
yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa
kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan
merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-

akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdata
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memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen

sebagai berikut (Fuady, 2012, p.223):

a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-

ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti
rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut
sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika
perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada

wanprestasi.
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b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya

keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya

perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang

telan diterima oleh para pithak seabgai akibat dari pelaksanaan
perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk
semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip
dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang

harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud
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aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena

bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk

dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah diguanakan untuk

juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin
berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk
berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa

lagi berprestasi, sekalipun ia mau.
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b. Wanprestasi berupa terlambat memenubhi prestasi.
Di sini debitor berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak

sebagaimana diperjanjikan.Sebagaimana sudah disebutkan di atas

pat berprestasi” kalau

‘ ‘ “““ .Aa g terlambat

Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk
yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi pretasi maka
dianggap sebagai terlambat memenuhi prestasi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat
kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya

menegakkan hak-hak perjanjianya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1267
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BW yang menyatakan bahwa ‘“pihak yag terhadapnya perikatan tidak

dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi

perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan

tersebut, serta bunga. Pengertian bunga disini adalah hilangnya
keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur
seandainya tidak terjadi wanprestasi (Yessica, 2014, p.52).

Pengaturan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 — 1252
KUHPerdata. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada

debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk
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memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga (Nugroho, 2017, p.136).
Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi, merupakan salah

satu kemungkinan yang dapat dituntut oleh oleh kreditur terhadap debitur

dikatakan tidak memenuhi “perikatan, karena sering Kkali ketika
mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk
melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di
mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji
tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat

debitur tidak memenhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat
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sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut

maka ia tidak memenuhi perikatan. Subekti (2010, p.23) mengemukakan

bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat

substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara
material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan substansial
performance terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi

doktrin exceptio non adimpleti contractus, yakni doktrin yang
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mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya,
maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang

melakukan perjanjian

‘ ‘ ‘\‘l\“ .Ga’ imbul dan

Jalah termasuk
aflg bersangkutan

g baik, sampai

dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur
pada Pasal1237 KUHPerdata.

Pasal 1236 KUHPerdata:

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan

bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam
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keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat

sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdata:

0.@.

Pasal 1237
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan

tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas

tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek

perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang

tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar
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pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur
tersendiri yang diusulkan.Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur

I
7
o

ﬂ

2 I %
-

antara lain:

1) Objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga

2) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah

3) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar

kota.
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4) Barang jaminan rusak.

5) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum

memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa,
karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang
belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung
menimbulkan masalah  baru, lambat dalam penyelesaiannya,

membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan
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permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi

pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis,

5 11

perselisinan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai
sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak,
yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusan memikat bagi
kedua belah pihak.

Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh abdulkadir

Muhammad (2011, p.70):
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Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan
peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase
adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri serta sukarela
olen pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para

afiendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis
o jadi sengketa sesuai

et

<z
ach Otmyionsultasi adalah “aktivitas
Ao
_ \e o
konsultasi atal seperti klien dengan penasehat
hukumnya”.
b) Negosiasi

Negosiasi menurut Goodpaster adalah suatu proses untuk

mencapai kesepatan dengan pihak lain.
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¢) Mediasi
Menurut Black’s Law Dictionary, mediasi atau mediation Tidak

seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat

“.é

v

"

&

A

¥
o

1]

memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas
hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini
pada dasarnya merupakan tugas dari Lemaga Arbitrase
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak

70



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa

tertentu.

kemudian di bawa ke showroom untuk di cek fisik ulang sebelum siap untuk di

jual.

Untuk aktifitas penjualannya, ada dua cara pembayaran yaitu secara cash
dan kredit. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke showroom akan
melihat-lihat kendaraan yang ada, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai

dengan yang di cari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan
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negosiasi harga kendaraan dengan pihak marketing showroom. Apabila harga
sudah cocok, bagi pelanggan yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa

langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima

kendaraan. Tetapi , aRggan iNginme ka pbelian secara kredit,

W)
R“ e é dit rata-rata

Pekanbaru memang lebih difokuskan pada bidang pelayanan dan jasa. Awal mula
berdiri showroom ini yaitu banyaknya pengangguran yang terjadi di sekitar
lingkungan sang pendiri. Oleh karena itu CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru ingin
membuat lapangan kerja bagi para pengangguran di sekitar lingkungan. Adapun
tenaga kerja yang sediakan untuk seluruh posisi kerja yang dibutuhkan yaitu

tenaga kerja pendukung kegiatan kantor, tenaga kerja pendukung umum yaitu
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sebagai sales promotion, tenaga kerja pendukung otomotif serta cleaning service.
CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru sendiri bergerak dengan bisnis utama adalah

sebagai berikut:

1) Jual-beli

‘
.‘.[_L ‘ ! ‘ m h\“ .&a s bergerak

30

2)

vt

‘\'ﬁ\“ﬁ-_

¥
<
QO
5
o
D
?
QD
>
o
=
o

Chief Bag. Marketing Admin
Mekanik Sparepart

Sumber : CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, 2021
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan

dealer yang
mobil yang
dicari makafkemudi d jua pelila para pihak
Hal ini sesuai
dengan keté ndang Hukum
Perdata yai a belah pihak,

seketika setelg endaan tersebut

ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani
di atas materai oleh kedua belah pihak (Harahap, 2016, p. 8).

Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan
hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan
adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang

terkait yakni penjual dan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan
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kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas ini. Hak dan

kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan

kesepakatan yang telah terjadi.

juga mekanisme dari

mobil bekas kepada konsumen.

5. Dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat beberapa pasal, salah satunya
yeng berkenaan dengan permasalahan kerusakaan ataupun juga cacat yang
tersembunyi yang bisa muncul di kemudian hari, dimana dalam pasa

tersebut berbunyi:
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“Apabila timbul konflik di kemudian hari, maka kedua pihak telah sepakat
untuk menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan. Jika jalur
kekeluargaan tidak menghasilkan solusi, maka perselisihan akan

diselesai

beli maka
beli dan
il Jaya Perkasa
lisepakati, dan
en).

t “konflik yang
n” berpotensi

akan mun

melemahka i i li fkerusakan yang

ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjualbelikan bukanlah mobil yang
baru diproduksi dari dealer. Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti
satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut
dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umunya kurang bersifat kritis
dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada di dalam obyek tersebut,

sehingga tidak jarang timbul permasalahan di kemudian hari.
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Dalam upaya mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari CV.
Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap kecacatan tersembunyi atau kerusakan

mobil, maka penulis menyebarkan angket kepada 30 orang konsumen pembelian

mobil bekas di “‘ Pe a data pembeli ini
et v
<>
3 kuesioner
sebanyak melakukan
penyebarariiie ebanya c pafPegawai Dinas

Kearsipan

Perjanjian bil Bekas Terhadap 1 MS PEda CV. Riuh Jaya
akukan gunanya
untuk mengetal aksanaa albeli mobil bekas
eli mobil bekas terhadap

asa Pekanbaru. Penulis akan

menyajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:
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Tabel 111.1

Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen tentang apakah ia mengetahui

aturan undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur tentang

ua konsumen
engatur tentang

pelaksanaan pf]a jual el me ekas. Hedil ini ilihat dari total 30

peraturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil

bekas.Dalam keterangannya salah satu konsumen mengatakan aturan undang-

undang terkait perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata.
Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen

CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah CV. Riuh Jaya Perkasa
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Pekanbaru menjelaskan secara detail informasi tentang mobil yang akan ia dibeli,
penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 111.2

tentang Riuh Jaya Perkasa

: ‘&
GROTTABISL4 7,8

harus rajin bertanya dan juga terkadang membawa teman yang ahli tentang mobil
untuk memastikan tidak ada kerusakan pada mobil..

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen
CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah ia mengecek secari detail
dan memahami isi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa

Pekanbaru, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:
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Tabel 111.3

Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang apakah ia mengecek secari detail dan

memahami isi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa

sebanyak 12

memahami isi

pertanggungjawaban berdasarkan bagaimana isi dari perjanjian jual beli yang
disepakati di awal sebelum penyerahan unit.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen
CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah mobil bekas yang ia beli di
CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pernah mengalami kerusakan tersembunyi,

penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:
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Tabel 111.4
Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang Apakah mobil bekas yang ia beli di

CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pernah mengalami kerusakan

.‘
Yo_4
,l

sebanyak 24

konsumen CV. Riuh Jaya

SCS ) B R

t“g‘
o
<
)

Perkasa Pe i. Sedangkan

sebanyak 6 K

B
-_
= QD
>
o
QD
=
3
3
3
5
o
QD
>

tersebut belum pernah turun mesin.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen
CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah ia mengajukan ganti rugi
atau pertanggungjawaban kepada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap
kerusakan tersebut, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel di bawah

ini:
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Tabel 111.5
Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang Apakah ia mengajukan ganti rugi
atau pertanggungjawaban kepada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru
terhadap kerusakan tersebut

Jawaban Respondeg Persentase %

....t‘ ALY iii

A@'

Pz | »N 2

—

sebanyak 24

rugi atau

CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah pihak CV. Riuh Jaya
Perkasa Pekanbaru mengganti kerusakan tersebut, penulis akan menyajikan hasil

dalam bentuk tabel di bawah ini:
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Tabel 111.6
Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang Apakah pihak CV. Riuh Jaya
Perkasa Pekanbaru mengganti kerusakan tersebut

No Kuesioner Jawaban Responden Persentase %

8 sebanyak 1
asa Pekanbaru
umen (96,7%)
idak mengganti

kerusakan tefsgioe S enyat: 2 Jaya Perkasa

kewajiban yaitu menyerahkan barangWyatan menanggung barang tersebut (Pasal
1474 KUH Perdata). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin
2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak
ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang

tersebut (Pasal 1491 KUH Perdata). Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil

bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya telah melanggar syarat
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sahnya suatu perjanjian, yang dimana dengan adanya cacat tersembunyi tentunya
hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan

ketentuan di atas perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat

tersembunyi tida dalam syarat sahnya

‘ ;
perjan;jiz au ‘ ‘ ‘ h““ .@a chingga hal
<

tersebut

\ A T

ketentuan
tidak sah (
B. Kenda ekas pada CV.
Riuh Ja

Dal CV. Riuh Jaya

A BN WD

% )
= s

2

z

Perkasa Peka oleh konsumen

@
>
L
@D
QD
[%2]
3
QD
=]
w
[92)
(%]
QD
=
QD

=N

Perkasa Pekanbaru pada saat Konsumen mengecek unt tidak menjelaskan
secara detail kepada konsumen mengenai informasi terkait mobil bekas
yang akan dibeli konsumen. Hal ini bisa terjadi karena adanya
kesengajaan dari pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru untuk

menutupi kekurangan pada mobil bekas sehingga tidak mempengaruhi

keputuan konsumen dalam membeli mobil bekas.
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Martono (42 tahun) selaku konsumen mobil bekas pada CV. Riuh
Jaya Perkasa Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Pihak dealer mobil bekas menurut bapak kurang memberikan

as, jadi bapak yang

“‘\““ .’a gkas untuk

cin mengenai
kendala yang
umen paham

u menjelaskan

=)
D
Q
QD
S
3
o
=5
I
=

N\an
-
o
D
Q
=~
o
S
=
3
@
>

Tentang Bagian-Bagian Mobil
Kendala lainnya yang ditemui adalah konsumen yang minim
pengetahuan tentang otomotif khususnya mobil, sehingga hanya
mempercayakan keterangan dari pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru

terkait mobil yang akan dibeli.

85



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Mardi (51 tahun) selaku konsumen mobil bekas pada CV. Riuh
Jaya Perkasa Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Bapak kurang begitu paham juga ya, paling bapak menyakan

ga cocok, bodi mobil

QQ * ik terlalu gimana-gimana
lagi perti . er ah ini bisa diperbaiki nanti
kalaupun rusak, karéna ada garansi 1 bulan, eh taunya
kerusakannya baru terasa di bulan ke 2, besar juga biasa untuk
mengganti kerusakannya, apalagi kalau kerusakannya di bagian

mesinnya.”
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

pengenai Pelaksanaan

yemaan Nw

la CV. Riuh

@

gi kelengkapan

obil; (b) CV.

ALARAN,

pesifikasi mobil

flan juga model

L, XY

2ngan kredit; (c)

pembelian mobil bekas; CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru
menjelaskan isi dari perjanjian jual beli mobil bekas kepada konsumen;
dan (e) Terakhir jika konsumen menyetujui semua isi perjanjian jual beli
maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli dan

penyerahan pembayaran oleh konsumen kepada CV. Riuh Jaya Perkasa
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Pekanbaru sebagaimana harga unit mobil bekas yang telah disepakati, dan

mobil bekas kemudian diserahkan kepada pembeli (konsumen).

. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV.

perjanjian jual beli dan mengetahui hak dan kewajiban yang mereka
dapatkan selaku konsumen, memahami isi dari perjanjian jual beli, dan
memastikan di awal jaminan penggantian ganti rugi jika ada kerusakan
tersembunyi di kemudian hari, dan juga konsumen harus mengetahui detail
informasi terkait dengan mobil sehingga tidak didapatkan kerugian di

kemudian hari.
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KONSUMEN MOBIL BEKAS DI CV. RIUH JAYA PERKASA

PEKANBARU TAHUN 2020

No Nama

1 Fernandes

2 | Siyos

3 Ma

4

5

6

7 N &
8§ |'M

9 |D

10 | Rik

11 |Si

12 | Ma

13 Sug — . "'
14 | He ' ’ e -
15 | M. Nagli N -t -
16 | Tab W= e
17 | M ‘ A\

18 | Mus

19 | Kary

20 | End

21 |Putnil -

22 | Agung

23 | Tama

24 | Sarkoji o

25 | Nilam

26 | Tata Aneka

27 | Wahyudi

28 | Slamet

29 | Raharjo

30 | Sutiyoso

Pekanbaru,8 Februari 2021
Kepala Kantor Cv.Riuh Jaya Perkasa

[CV. RIUFLJAYA PERKASA
i —
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Lampiran 2
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LEMBAR WAWANCARA DENGAN CV RIUH JAYA PERKASA
PEKANBARU

Bagaimana prosedur perjanjian jual beli di CV Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru?
Apakah syarat-syarat yang k disiapkan konsumen?

Apakah ada dokumen yafi@ hpeLjaji
Apakah poin-poi terd
Bila ternyata pa N
masih menjadi -
Apakah ada korfiplaig
Apa kendala dal ﬁ
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PENJUAL mombenkan jaminan bahwa KENDARAAN yang diyualny
adalah nubk sahnyva sendiri, tidak ada orang atau pihak lamn yang turui
memilikinya Jdan sebelumnyva belum pernab diyual atau dipindahkan
haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lawn dengan cara
bagaimanapun juga
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